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PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR  6  TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN  KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
 

Menimbang 
 

: a. bahwa arsip mempunyai nilai dan arti yang sangat penting bagi Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rangka kelangsungan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai bahan bukti 
pertanggungjawaban dan memori kolektif; 

b. bahwa untuk mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, arsip sebagai bahan bukti 
pertanggungjawaban dan memori kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu dilestarikan dan dikelola secara profesional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kearsipan 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

 
 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kearsipan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  2964); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 40330); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 



Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 547); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penyerahan 
dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3912); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan 
Dokumen Perusahaan Kedalam Mikro Film atau Media Lainnya dengan 
Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

16. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 143); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2  Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1    Seri E); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4  Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5  Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Nomor 1 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6  Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja  Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2  



Seri D); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7  Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008  Nomor 08, Seri D Nomor 03). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

dan 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan    : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  TENTANG 
PENGELOLAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.       

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

5. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut BPAD 
adalah Lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah yang mempunyai 
kewenangan menangani kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

6. Lembaga Kearsipan adalah satuan kerja perangkat daerah yang 
bertanggungjawab dalam pengelolaan kearsipan daerah. 

7. Instansi adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga atau satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. 

8. Unit Kearsipan adalah Unit kerja yang secara fungsional  
mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengarahkan,  mengendalikan 
dan menangani kearsipan pada Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

9. Unit Pengolah adalah Unit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
organisasi di lingkungan Dinas/Badan/Kantor/Lembaga sebagai pencipta 
dan pengguna arsip aktif. 

10. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-
lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah dalam bentuk dan corak 
apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan masyarakat.  



11. Pengelolaan Kearsipan adalah rangkaian proses manajemen yang 
berkesinambungan dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip sebagai bukti 
pertanggungjawaban pemerintahan daerah dan memori kolektif bangsa, 
dimulai dari penciptaan, pengolahan informasi dan penggunaan, 
pengaturan, penyimpanan, pelayanan, pemeliharaan, penyusutan, 
pelestarian sampai dengan pembinaannya. 

12. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 
perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 
umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan 
administrasi negara. 

13. Arsip Aktif  adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi 
karena masih terus menerus diperlukan dalam penyelenggaraan 
administrasi. 

14. Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk 
penyelenggaraan administrasi sudah menurun. 

15. Arsip Statis adalah Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk 
perencanaan, pelaksanaan,  penyelenggaraan, kehidupan kebangsaan pada 
umumnya maupun untuk penyelenggaraan  sehari-hari administrasi Negara. 

16. Arsip Vital adalah arsip yang sangat penting dan melekat pada keberadaan 
dan kegiatan lembaga pencipta arsip yang di dalamnya mengandung 
informasi mengenai status hukum, hak dan kewajiban serta aset (kekayaan) 
instansi, yang apabila hilang tidak dapat diganti dan 
mengganggu/menghambat keberadaan dan pelaksanaan kegiatan instansi. 

17. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi 
pengguna arsip; 

18. Retensi Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi 
pengguna arsip; 

19. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi jangka waktu penyimpanan 
arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip. 

20. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokkan arsip yang didasarkan pada tugas 
pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis. 

21. Penataan Arsip adalah tindakan dan prosedur dalam pengaturan arsip 
berupa penempatan arsip dalam sarana kearsipan sesuai dengan klasifikasi 
arsip dan perencanaan tata letak yang ditetapkan untuk tujuan 
mempermudah penemuan kembali arsip. 

22. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara 
memindahkan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, 
memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip statis 
ke-Unit Kerja Kearsipan Daerah dan Arsip Nasional. 

23. Pelestarian Arsip adalah keseluruhan proses dan kegiatan dalam rangka 
perlindungan dan penyelamatan arsip statis untuk kepentingan 
pemanfaatan arsip pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif 
bangsa. 

24. Arsip Media Baru adalah arsip yang isi informasinya direkam dalam media 
magnetik. 

25. Arsip Konvensional adalah arsip-arsip yang informasinya terekam dalam 
media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. 

 

 

BAB II 

PENYELENGARAAN KEARSIPAN 

 



Bagian Pertama 

Penyelenggara 

 

Pasal 2 

 

Penyelenggara kearsipan di daerah, terdiri atas : 

a. Perangkat Daerah; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 

c. Badan Usaha Milik Swasta; 

d. Organisasi Nonpemerintah; 

e. Perorangan. 

 

Pasal 3 

 

(1) Gubernur bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kearsipan 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. 

(2) Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan kearsipan oleh 
penyelenggara kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
sampai dengan huruf e. 

(3) Fungsi penyelenggaraan dan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 4 

 

Untuk melaksanakan kegiatan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dan Pasal 3  Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban : 

a. menetapkan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan 
penyelenggaraan kearsipan dinamis dan kearsipan statis daerah provinsi 
sesuai dengan kebijakan nasional; 

b. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem kearsipan dan jaringan 
kearsipan daerah provinsi sesuai dengan kebijakan nasional; 

c. mengangkat jabatan fungsional Arsiparis termasuk didalamnya Pembinaan 
karier arsiparis; 

d. menetapkan kebijakan pembentukan dan pengembangan organisasi 
kearsipan daerah provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;  

e. menetapkan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kearsipan daerah 
provinsi sesuai dengan kebijakan nasional; 

f. menetapkan kebijakan penyelamatan dan perlindungan arsip di lingkungan 
daerah provinsi sesuai dengan kebijakan nasional; 

g. menetapkan dan melaksanakan sistem kearsipan yang serasi terpadu dengan  
sistem kearsipan nasional; 

h. melakukan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan budaya tertib arsip di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 


